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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa
yang telah memberikan bimbingan, pengetahuan yang baik sehingga
dapat membedakan kebaikan, norma kehidupan yang patut diteladani
guna memperoleh kehidupan yang harmonis nyaman dan tentram.

Dalam Buku ini Penulis belajar memahamkan terhadap hukum
pidana baik teori dan praktek, dalam menselaraskan kaidah hukum
yang diberlakukan mencapai kesadaran khususnya hukum pidana.
Beberapa kesadaran tersebut dapat diwujudkan dengan cara (i) tahu
hukum (law awarness),(ii) rasa hormat terhadap hukum (legal culture),
(iif) paham akan isinya hukum (law acqium tance), taat tanpa dipaksa
dalam menjalankan hukum (legal behaviore). Pengertian hukum
pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu
negara yang mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh
dilakukan, dilarang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang
melanggarnya.

Kesadaran pemahaman terhadap hukum pidana mengalami
perkembangan yang sangat menggembirakan,terwujud majunya riset,
diskusi, kritik terhadap hukum pidana. RUU KUHP telah melalui
proses yang sangat panjang untuk diselaraskan dengan perkembangan
masyarakat Indonesia, yang mana teori dan praktek masih jauh dari
harapan. Hal ini terbukti hukum pidana dalam penerapannya masih
jauh dari harapan sesuai dengan tujuan hukumnya sendiri. Demikian
pula masih belum terlaksananya ketentuan asas-asas umum hukum
pidana secara utuh dan menyeluruh. Maka diperlukan penguasaan
pemahaman, pengajaran, penerapan terhadap hukum pidana dan
perlu diimbangi dengan pengetahuan yang mabhir, terukur, terstruktur
dengan baik dan benar.

Semoga kehadiran penulisan buku ini bermanfaat bagi Mahasiswa,
praktisi, pengajar, aparat penegak hukum dan pemerhati hukum
pidana, dapat memperkaya wawasan, kajian, dalam menciptakan
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kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat melalui hukum
pidana.

Penulis menyadari dalam penulisan buku ini diketemukan tidak
kesempurnaan, sangat berharap dapat memberikan kritik dan saran
untuk penyempurnaan yang lebih baik lagi. Ucapan terima kasih
kebaikan tersebut semoga dapat imbalan yang lebih baik dari Tuhan
Yang Maha Kuasa.

Bekasi,
Penulis

DR.Joko Sriwidodo, SH.,,MH.,M.Kn.



BAB 1
PENGANTAR HUKUM PIDANA

A. PENGERTIAN DAN FUNGSI HUKUM PIDANA

Secara sederhana pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan
yang sengaja diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa
orang sebagai akibat atas perbuatan-perbuatan yang menurut aturan
hukum pidana adalah perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu, setiap
perbuatan pidana harus mencantumkan dengan tegas perbuatan
yang dilarang berikut sanksi pidana yang tegas bilamana perbuatan
tersebut dilanggar. Wujud penderitaan berupa pidana atau hukuman
yang dijatuhkan oleh negara diatur dan ditetapkan secara rinci,
termasuk bagaimana menjatuhkan sanksi pidana tersebut dan cara
melaksanakannya. Hukum pidana merupakan semua dari peraturan
yang menentukan perbuatan hal yang dilarang serta hal yang masuk
dalam tindakan pidana, dan menentukan hukuman apa yang dapat
di jatuhkan kepada yang melakukannya.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
jenis pidana yang diancamkan pun beraneka ragam yang secara garis
besar dibagi ke dalam pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana
pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan
pidana denda. Pidana tambahan terdiri dari perampasan barang-
barang tertentu, pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman
putusan hakim. Lebih jelas mengenai jenis pidana ini dapat dilihat
dalam Pasal 10 KUHP. Di banyak negara, hukuman atau pidana mati
ini sudah dihapuskan.

Ada beberapa alasan mengapa pidana mati dihapuskan. Pertama,
pidana mati dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia. Kedua,
orang yang dijatuhkan pidana mati pada kenyataannya menjalankan
dua jenis pidana sekaligus yakni pidana penjara dan pidana mati.
Hal ini karena dalam masa penantian pelaksanaan pidana mati, si

1
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terpidana mendekam dalam penjara. Ketiga, jika ada kesalahan dalam
penjatuhan pidana mati dan si terpidana sudah dieksekusi maka
tidak mungkin lagi untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Ada
beberapa negara yang sampai saat ini belum menghapuskan pidana
mati — termasuk Indonesia — memiliki argumen : Pertama, tidak ada
satu ajaran agama pun yang mengharamkan penjatuhan pidana mati.
Kedua, dalam doktrin pidana, jika kejahatan yang dilakukan memiliki
dampak yang luar biasa dan tidak ada peluang untuk memperbaiki
pelaku maka pidana mati dapat dijatuhkan untuk melenyapkan
pelaku. Ketiga, pidana mati berfungsi sebagai general preventie atau
pencegahan umum terjadinya kejahatan.

Pidana penjara secara garis besar dibagi menjadi pidana penjara
sementara waktu dan pidana penjara seumur hidup. Pidana penjara
sementara waktu minimal adalah 1 hari dan maksimal 20 tahun
penjara. Pidana penjara seumur hidup berarti seorang yang dijatuhi
pidana tersebut mendekam dalam penjara sampai meninggal dunia.
Pidana kurungan dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak
pidana dengan kualifikasi pelanggaran. Minimal pidana kurungan
adalah 1 hari dan maksimal pidana kurungan adalah 1 tahun. Pidana
denda berarti kepada terpidana diharuskan membayar sejumlah
uang tertentu.

Secara singkat Moeljatno memberi pengertian hukum pidana
sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu
negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan
tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan
disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Kapan
dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan
itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana
pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan'.

Berdasarkan pengertian tersebut maka secara umum hukum
pidana dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana
materiill dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil
sepanjang menyangkut ketentuan tentang perbuatan yang tidak
boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang

1 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Rineka Cipta,
Jakarta, 2008. hal.1
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siapa yang melakukan, sedangkan hukum pidana formil berkaitan
dengan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan
itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana
pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka hukum pidana
dapat didefinisikan sebagai bagian aturan hukum dari suatu negara
yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang, disertai dengan
sanksi pidana bagi yang melanggar, kapan, dan dalam hal apa sanksi
pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pemberlakuan pelaksanaan
pidana tersebut dipaksakan oleh negara.

Pengertian hukum pidana yang dimaksud adalah hukum pidana
dalam arti luas yang meliputi hukum pidana materiil maupun hukum
pidana formil. Dalam percakapan sehari-hari, terminologi “hukum
pidana" lebih mengacu kepada hukum pidana materiil. Sementara
itu, hukum pidana formil biasanya disebut dengan hukum acara
pidana.

Pengertian Hukum Pidana Menurut Para Ahli

Menurut Prof. Moeljatno, S.H. Hukum Pidana merupakan
sebuah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku didalam suatu
negara, yang mengadakan aturan-aturan dan dasar-dasar untuk
menentukan perbuatan yang tidak diperpolehkan untuk dilakukan
dan yang dilarang beserta ancaman atau sanksi berupa pidana
tertentu untuk siapa yang melanggar larangan itu. Serta kapan dan
dalam hal apa kepada mereka yang sudah melanggar larangan itu
dapat dikenakan atau dijatuhkan hukuman pidana sebagaimana
yang telah diancamkan. Dan menentukan cara bagaimana pengenaan
sebuah pidana bisa dilaksanakan jika ada orang yang disangka sudah
melanggar larangan itu.?

Menurut Sudarsono’, Hukum Pidana merupakan hal yang
mengatur tentang pelanggaran serta kejahatan terhadap kepentingan
umum dan perbuatan itu diancam dengan hukuman pidana yang
merupakan suatu penderitaan.

2 Moeljatno, Asas-Asas Hukum ....Ibid.
3 Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2007.
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